
 
 

 

 

      
 

 
BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  27 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2016  

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN 

DANA DESA TAHUN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, 

Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 

2016; 
   

b. bahwa berdasar surat Direktur Perimbangan dan Transfer 

Non Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Nomor S-530/PK/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Perihal : 

Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, 

Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Demak perlu 

disesuaikan sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 8 

Tahun 2016 perlu diubah;  
  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, 

Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 

2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

SALINAN 



 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 153); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 



 
 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49); 

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015 tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 

2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah  Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 22); 

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang  

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah  Kabupaten Demak Tahun 

2015 Nomor 59); 

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2016 (Berita Daerah  Kabupaten Demak Tahun 

2016 Nomor 8); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN 

DAN  PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016.  

 



 
 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian 

dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 8) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia di Daerah. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. 

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan 

pengawasan keuangan desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dan ditetapkan dengan peraturan desa. 



 
 

 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan  bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan 

Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal dana desa yang akan 

diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan 

cara 90% (sembilan puluh perseratus) dari  anggaran Dana 

Desa dibagi dengan jumlah desa secara Nasional. 

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan 

desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis 

desa. 

14. Musyawarah Desa adalah  musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan  

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang 

memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi 

pembangunan desa dan program perencanaan 

pembangunan selama enam tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 

RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat 

kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, 

rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 

langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 

Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 

menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang 

ditetapkan. 

19. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 

Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis 

disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau 

Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa 

yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun 

anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran APBDesa. 



 
 

 

2. Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara 

berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar Nasional; dan 

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan  tingkat 

kesulitan geografis setiap Desa. 

 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar 

Nasional adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) 

dari Dana Desa Kabupaten, dibagi rata setiap desa. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak 

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

5. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) 

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I  sebesar 60 % (enam puluh perseratus); 

b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus). 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a Tahap I dilakukan setelah Bupati 

menerima: 

a. Peraturan Desa  mengenai APBDesa; dan  

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran sebelumnya. 

(3) Dari Kepala Desa Penyaluran Dana Desa Tahap II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan 

Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa dengan 

menunjukkan capaian penggunaan Dana Desa paling 

rendah 50% (lima puluh perseratus). 



 
 

 

(4) Besaran Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
(5) Besaran perubahan Dana Desa dan penyaluran Dana 

Desa Tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

6. Ketentuan Ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati. 
(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua 

bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan 
b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I 

disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun anggaran berjalan. 
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (2) disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.   
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 
Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 September 2016 

BUPATI DEMAK, 
 
        ttd 

HM. NATSIR  
 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 15 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

      
ttd 

SINGGIH SETYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 28 

NO JABATAN PARAF 

1. SEKDA  

2. ASISTEN I  

3. KABAG HUKUM  

4. KA BAPERMAS & KB  

SESUAI DENGAN ASLINYA 

Mengetahui: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN DEMAK 

ttd 

MUH. RIDHODHIN, SH. MH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19650330 199603 1 001 

 


